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Prakata

%ang-undang Ketenagakerjaan (UU No. 13/2003) merupakan

undang-undang perburuhan yang kedua dari tiga undang-undang yang
direncanakan dalam Program Reformasi Hukum Perburuhan di tahun 1998.
Pengesahan undang-undang ini mengikuti disahkannya UU Serikat Pekerja
ditahun 2000 (UU No. 21/2000) dan akan diikuti oleh undang-undang
yang baru mengenai Penyelesaian Perselisihan Industrial, yang saat ini sedang
dibahas di parlemen.

Penyelesaian proses reformasi peraturan perburuhan yang utama dan
sulit dijangkau bukanlah hal yang mudah dilakukan di setiap negara,
terutama jika tiap negara dipengaurhi oleh kompleksitas, perubahan dan
tantangan masing-masing dalam dunia kerja. Adapun tujuan yang ingin
dicapai adalah untuk memastikan undang-undang tersebut relevan dan
praktis dalam memajukan efisiensi dan keadilan di tempat kerja dan
konsisten dengan standar perburuhan internasional, secara khusus prinsip—
prinsip dan hak mendasar di tempat kerja. Pada masyarakat yang demokratis,
proses legislative juga melibatkan partisipasi dan konsultasi penuh dengan
para wakil mitra social — organisasi pengusaha dan pekerja.

Proyek Deklarasi ILO/AS (Tahap | dan 11), yang didukung oleh
Departemen Perburuhan Amerika Serikat, dirancang untuk membantu
Indonesia dalam memajukan dan mewujudkan kebebasan berserikat, hak
untuk perundingan bersama dan hubungan industri yang sehat. Hal ini
merupakan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh Indonesia dalam
melindungi hak-hak mendasar dan untuk memodernisasikan hukum
perburuhan pada era reformasi dan demokrasi yang baru.

Salah satu tujuan khusus proyek adalah membantu pemerintah, pekerja
dan pengusaha untuk memahami dan melatih hak-hak dan kewajiban



mereka di bawah peraturan yang ada di dalam Program Reformasi Peraturan
Perburuhan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan mencakup bantuan dalam
perancangan, publikasi dan penyebarluasan berbagai buku pegangan dan
panduan mengenai undang-undang tersebut, terutama untuk digunakan
oleh pegawai pemerintah, pekerja dan pengusaha. Proyek juga telah
menerbitkan dua buklet tentang Undang-undang Serikat Pekerja, dimana
salah satu dari publikasi tersebut disusun oleh penulis buku ini. Proyek
juga telah menerbitkan “Pemahaman Beberapa Pasal Undang-undang
Ketenagakerjaan (UU NO. 13/2003)”, bekerjasama dengan Departemen
Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Sebagai bagian dari usaha yang berkelanjutan untuk membantu
pemahaman akan undang-undang yang baru, proyek merasa senang sekali
karena mendapatkan kesempatan untuk menggunakan jasa dari Prof. Dr.
Payaman J. Simanjuntak, ahli hukum ketenagakerjaan dan mantan pejabat
senior kementrian tenaga kerja. Buklet ini memaparkan penjelasan dari
beberapa pasal pokok dari Undang-undang Ketenagakerjaan, dan penjelasan
yang melatarbelakanginya dan saran-saran mengenai bagaimana
menginterpretasikan dan melaksanakan Undang-undang tersebut. Adapun
pandangan-pandangan yang dikemukakan dalam buku ini, sebagaimana
halnya dalam publikasi sebelumnya, merupakan pandangan pribadi penulis
dan tidak semata-mata mewakili pandangan proyek ataupun ILO sendiri.

Dalam mempublikasi buklet ini, ILO dan juga Proyek berharap buklet
ini akan membantu ketiga konstituen dan juga masyarakat umum lainnya
dalam memahami Undang-undang yang baru dan karenanya diharapkan
mereka akan mampu memberikan sumbangan yang layak dalam
implementasi Undang-undang tersebut dan dalam memperbaiki hubungan
industrial di Indonesia.

Jakarta, Juli 2003

Alan J. Boulton Carmelo C. Noriel
Direktur Kantor ILO, Kepala Penasihat Teknis Proyek
Jakarta Deklarasi ILO/AS, Jakarta



Kata Pengantar

uku ini disusun untuk memudahkan para pemangku kepentingan
(stakeholders) Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,
yaitu para pengusaha dan asosiasi pengusaha, para pekerja dan serikat pekerja,
aparat Pemerintah, organisasi profesi, para pengacara dan konsultan hukum,
dunia pendidikan, lembaga swadaya masyarakat (NGOs), dan masyarakat
luas pada umumnya.

Dapat dimaklumi bahwa tidak mudah memahami Undang-undang
Ketenagakerjaan (UUK) ini dengan membaca teksnya saja. Pertama, karena
Undang-undang ini memuat isi beberapa Ordonansi dan Undang-undang
yang dicabut oleh Undang-undang ini sendiri. Disamping itu, UUK ini
masih memuat ketentuan atas beberapa aspek ketenagakerjaan yang selama
ini belum diatur secara jelas. Oleh sebab itu, isi UUK ini memang sangat
luas dan padat.

Kedua, UUK ini merupakan hasil akhir kompromi dan dialog dari
perjalanan panjang mempertemukan semua pihak yang berkepentingan,
terutama pihak pekerja dan serikat pekerja dengan pengusaha dan asosiasi
pengusaha. Akibatnya hasil kompromi mengenai pasal tertentu dapat
dirasakan tidak konsisten dengan hasil kompromi mengenai pasal yang lain.

Ketiga, UUK ini mensyaratkan beberapa peraturan pelaksanaan dalam
bentuk Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Keputusan Menteri
yang hingga saat ini belum diterbitkan.

Buku ini disusun sedemikian rupa untuk mempermudah para pembaca
memahami makna pasal-pasal yang dimuat dalam UUK, dan memahami
peranan masing-masing pihak dalam penerapannya.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Perwakilan ILO di Jakarta
yang bersedia menerbitkan buku ini.



Buku ini akan terus disempurnakan sesuai dengan perkembangan
penerbitan peraturan pelaksanaan UUK. Untuk itu, saran-saran
penyempurnaan dari para pembaca sangat diharapkan dan dihargai.

Jakarta, 4 Juli 2003

Prof. Dr. Payaman J. Simanjuntak
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Bab Satu

Pendahuluan

Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ini dapat
dikatakan sebagai pengganti Undang-undang No. 25 tahun 1997 tentang
Ketenagakerjaan, dengan beberapa penyempurnaan. Pelaksanaan Undang-
undang No. 25 yang seogianya dimulai tanggal 1 Oktober 1998 ditolak
oleh sekelompok pekerja, sehingga ditunda selama dua tahun melalui
Undang-undang No. 11 tahun 1998. Dua tahun penundaan tersebut
ternyata tidak cukup bagi semua pihak untuk mencoba memahami dan
menerapkannya. Mereka bahkan menuntut mencabut UU No. 25 tahun
1997. Dalam rangka mengakomodasikan keinginan masyarakat tersebut,
Pemerintah kembali menunda pelaksanaan UU No. 25/1997 melalui
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 3 tahun 2000, sambil
mempersiapkan Rancangan Undang-undang penggantinya.

Harus diakui bahwa Undang-undang Ketenagakerjaan ini sudah
lebih sempurna dari UU No. 25 tahun 1997. Namun sebagai satu proses
menuju kesempurnaan dimaksud, perlu melihat kembali latar belakang
pembentukan Undang-undang dimaksud.

Undang-undang No. 25 tahun 1997

Undang-undang No. 25 tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan itu
sendiri dipersiapkan dan dibahas dalam suasana emosional masyarakat di
dalam dan di luar negeri yang mengharapkan perubahan mendasar di bidang
Undang-undang Ketenagakerjaan.

Pertama, selama beberapa tahun sebelum pembahasan RUU
Ketenagakerjaan bahkan hingga saat ini masih terdapat persepsi masyarakat
umum di dalam dan di luar negeri : bahwa pekerja Indonesia kurang



terlindungi; bahwa peraturan perundang-undangan Indonesia kurang
menjamin perlindungan; bahwa para pekerja pada umumnya menjadi pihak
yang dikalahkan atau dirugikan bila terjadi perselisihan antara pengusaha
dan pekerja termasuk dalam masalah pemutusan hubungan kerja (PHK).
Sebab itu, para pembentuk UUK ini cenderung untuk merumuskan proteksi
yang intensif, sebagaimana tercermin dalam Undang-undang No. 25 tahun
1997 tersebut.

Kedua, terdapat kekeliruan pemahaman dan persepsi kelompok
masyarakat mengenai beberapa pasal dalam Rancangan UUK terutama
mengenai PHK, seolah-olah pelaksanaan PHK dalam Rancangan UUK lebih
gampang dari pada keharusan minta izin PHK sesuai dengan UU No. 12
tahun 1964. Akibat kekeliruan persepsi tersebut, sempat timbul beberapa
kelompok masyarakat di dalam dan di luar negeri memobilisasi upaya
menggagalkan pembahasan Rancangan UUK dimaksud. Sebab itu, para
pembuat UUK cenderung untuk mengakomodasikan tuntutan kelompok
masyarakat tersebut.

Ketiga, timbul kesan masyarakat di dalam dan di luar negeri, bahwa
pekerja di Indonesia kurang mendapatkan kebebasan berorganisasi dan
berunding dengan pengusaha, terutama karena campur tangan polisi dan
militer. Banyak organisasi pekerja di luar negeri yang menyampaikan protes
atas campur tangan pemerintah dan militer Indonesia terhadap
perkembangan serikat pekerja di Indonesia. Sebab itu para pembuat UUK
cenderung untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi para
pekerja untuk membentuk serikat pekerja.

Keempat, dalam beberapa tahun terakhir sebelum pembahasan
Rancangan UUK, berkembang kesan bahwa pengusaha kurang mematuhi
peraturan ketenagakerjaan karena sanksi yang terlalu ringan yaitu pidana
kurungan maksimum 3 bulan atau denda hanya Rp 100.000. UUK baru
ini memuat cukup banyak sanksi, mulai dari sanksi administratif sampai
pada sanksi pidana kurungan maksimum 4 tahun dan/atau denda Rp 400
juta.

Kelima, di satu pihak, Pemerintah mempunyai ambisi besar
menghasilkan satu Undang-undang baru yang sekaligus mencabut 6
Ordonansi dan rencana semula 8 Undang-undang lama. Di lain pihak, UUK
ini dibahas hanya dalam waktu yang sangat singkat, yaitu mulai dari
pertengahan Juni sampai dengan pertengahan September 1997 atau hanya
dalam 3 bulan. Dengan sempitnya waktu pembahasan dan banyaknya materi
pembahasan, dapat dipahami bila secara substantif dan teknis terdapat
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beberapa ketidaksempurnaan dalam UU No. 25/1997.

Undang-undang Ketenagakerjaan Baru (UUK No 13/2003)

Undang-undang Ketenagakerjaan (UUK) baru ini pada dasarnya
merupakan penyempurnaan UU No. 25/1997, walaupun semula
dipersiapkan sebagai RUU Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan
(RUU-PPK). Sebagian besar materi UUK ini diambil dari UU No. 25/
1997. Mulai tahap persiapan awal penyusunan Rancangan, sampai kepada
pembahasan di DPR, semua unsur-unsur terkait sudah dilibatkan yaitu
wakil-wakil pengusaha dan asosiasi pengusaha, wakil pekerja dan serikat
pekerja, lembaga Pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
terkait. Dalam setiap pembahasan, termasuk dalam pembahasan di DPR,
wakil ILO selalu diundang dan hadir sebagai nara sumber sekaligus
memonitor supaya tidak ada ketentuan yang bertentangan dengan Konvensi
ILO.

Undang-undang Ketenagakerjaan (UUK) ini mempunyai cakupan yang
sangat luas. Seperti UU No. 25/1997, UUK ini memuat isi dari 6 Ordonansi
dan 7 Undang-undang yang dicabut. Disamping itu UUK ini juga secara
eksplisit memuat mengenai larangan diskriminasi, perencanaan dan
informasi ketenagakerjaan, pelatihan kerja, dan hubungan industrial.
Dengan kata lain, berbeda dengan UU No. 25/1997, UUK ini tidak memuat
ketentuan mengenai hubungan industrial di sektor informal. UUK ini
memuat antara lain:

e Landasan, asas dan tujuan pembangunan ketenagakerjaan;

e Kesempatan dan perlakuan yang sama atau larangan diskriminasi
dalam pekerjaan;

e Perencanaan tenagakerja sebagai dasar penyusunan kebijakan,
strategi, dan program pembangunan ketenagakerjaan;

e Pelatihan kerja yang diarahkan untuk meningkatkan dan
mengembangkan keterampilan dan keahlian tenagakerja guna
meningkatkan produktivitas kerja dan produktivitas perusahaan;

e Pelayanan penempatan tenagakerja dalam rangka pendayagunaan
tenagakerja secara optimal, penempatan tenagakerja pada pekerjaan
yang tepat tanpa diskriminasi sesuai dengan kodrat, harkat, dan
martabat kemanusiaan;
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e Penggunaan tenagakerja asing;

o Ketentuan hubungan kerja dan pembinaan hubungan industrial sesuai
dengan nilai-nilai Pancasila diarahkan untuk menumbuhkembangkan
hubungan yang harmonis antara para pelaku proses produksi;

e Pembinaan kelembagaan dan sarana hubungan industrial termasuk
peraturan perusahaan, lembaga kerjasama bipartit, serikat pekerja dan
organisasi pengusaha, perjanjian kerja bersama, lembaga kerjasama
tripartit, penyuluhan dan pemasyarakatan hubungan industrial, dan
lembaga penyelesaian perselisihan industrial;

e Perlindungan tenagakerja termasuk perlindungan atas hak-hak dasar
pekerja untuk berorganisasi dan berunding dengan pengusaha,
perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan khusus
tenagakerja perempuan, orang muda, dan penyandang cacat, serta
perlindungan upah dan jaminan sosial;

e Pengawasan ketenagakerjaan dengan maksud agar peraturan
perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan benar-benar
dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pengertian-pengertian

Di Bab | mengenai Ketentuan Umum terdapat 33 definisi atau
pengertian. Di bawah ini diuraikan beberapa diantaranya.

a. Tenagakerja

Tenagakerja adalah setiap orang, yang mampu melakukan pekerjaan guna
menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan
sendiri maupun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Di dalam buku-buku teks, tenagakerja atau manpower didefinisikan
sebagai penduduk dalam usia kerja. Dalam UUK ini, tenagakerja
didefinisikan sebagai pekerja ditambah pencari kerja, yang di dalam buku-
buku teks dikenal dengan istilah angkatan kerja atau labour force.

b. Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenagakerja
pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.
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Hal yang berkaitan sebelum bekerja adalah antara lain membekali
seseorang dengan keterampilan khusus melalui program pelatihan,
penyediaan informasi pasar kerja, pemberian bimbingan dan penyuluhan
jabatan, serta pengerahan untuk penempatan.

Hal yang berkaitan selama bekerja mencakup penempatan, pengupahan,
peningkatan produktivitas, hubungan industrial, keselamatan dan
kesehatan kerja, perlindungan, dan lain-lain. Hal yang berkaitan sesudah
masa kerja mencakup jaminan hari tua.

c. Pekerja

Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau
imbalan dalam bentuk lain. Yang bekerja di luar hubungan kerja, seperti
mereka yang bekerja mandiri atau dalam usaha keluarga termasuk dalam
definisi ini yang menerima imbalan dalam bentuk memperoleh hasil
kerjanya secara langsung atau dalam bentuk bagi hasil.

d. Pemberi Kerja

Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum,
atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenagakerja dengan
membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Pemberi kerja dalam hal ini dapat juga diartikan sama dengan pengusaha.

e. Perusahaan

Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak,
milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum,
baik milik swasta maupun milik negara, yang mempekerjakan pekerja
dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Kata kunci adalah mempekerjakan pekerja, yang berarti dalam hubungan
kerja dan membayarkan upah. Termasuk di dalamnya usaha swasta,
usaha negara (BUMN dan BUMD), yayasan, lembaga pendidikan,
lembaga latihan, dan organisasi masyarakat.

f. Kompetensi Kerja

Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang
mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai
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dengan standar yang ditetapkan.

g. Pelayanan Penempatan Tenagakerja

Pelayanan penempatan tenagakerja adalah kegiatan mempertemukan
tenagakerja dengan pemberi kerja, sehingga tenagakerja dapat
memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat, dan
kemampuannya, dan pemberi kerja dapat memperoleh tenagakerja yang
memenuhi persyaratan jabatan yang dibutuhkan.

h. Perjanjian Kerja

Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja dan pengusaha atau
pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para
pihak.

Perjanjian kerja dapat dibuat secara tertulis atau secara lisan. Perjanjian
kerja lisan masih dianggap perlu karena masih banyak usaha-usaha kecil
terutama di desa-desa yang belum mampu membuat perjanjian kerja
tertulis.

i. Hubungan Kerja

Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dan pekerja
berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah,
dan perintah.

j- Hubungan Industrial

Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk
antara para pelaku proses produksi barang dan atau jasa yang terdiri dari
unsur pengusaha, pekerja, dan pemerintah, didasarkan pada nilai-nilai
Pancasila dan UUD 1945.

k. Lembaga Kerjasama Bipartit

Lembaga Kerjasama Bipartit adalah forum komunikasi dan konsultasi
mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu
perusahaan yang anggotanya terdiri dari unsur pengusaha dan unsur
serikat pekerja atau pekerja.
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l. Lembaga Kerjasama Tripartit

Lembaga Kerjasama Tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi dan
musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri
dari unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja, dan pemerintah.

m. Peraturan Perusahaan

Peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh
pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja serta tata tertib perusahaan.

n. Perjanjian Kerja Bersama

Perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil
perundingan antara serikat pekerja atau beberapa serikat pekerja dengan
pengusaha atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha, yang
memuat syarat-syarat kerja, serta hak dan kewajiban kedua belah pihak.

o. Perselisihan Hubungan Industrial

Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang
mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha
dengan pekerja atau serikat pekerja di satu perusahaan karena perselisinan
hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja,
serta perselisihan antara serikat pekerja.

p. Mogok Kerja

Mogok kerja adalah tindakan pekerja yang direncanakan dan
dilaksanakan secara bersama-sama oleh serikat pekerja untuk
menghentikan atau memperlambat pekerjaan. Mogok kerja dilakukan
sebagai akibat gagalnya perundingan penyelesaian perselisinan indus-
trial yang diupayakan.

g. Penutupan Perusahaan

Penutupan perusahaan (lock-out) adalah tindakan pengusaha untuk
menolak sebagian atau seluruh pekerja untuk menjalankan pekerjaan.
Hal ini dilakukan bila penyelesaian perselisihan industrial tidak tercapai,
akibat tuntutan pekerja yang dianggap melampaui kemampuan
perusahaan.
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r Pemutusan Hubungan Kerja

Pemutusan hubungan kerja (PHK) adalah pengakhiran hubungan kerja
karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan
kewajiban antara pekerja dan pengusaha.

s. Upah

Upah adalah hak pekerja yang dinyatakan dalam bentuk uang sebagai
imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja, yang
ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan,
atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja
dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan
dilakukan.

t. Kesejahteraan Pekerja

Kesejahteraan pekerja adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan atau
keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun
di luar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat
mempertinggi produktivitas kerja.
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Bab Dua

Landasan, Asas,
dan Tujuan

Bab Il ini menegaskan bahwa UUK memuat ketentuan mengenai
pembangunan ketenagakerjaan. Pembangunan ketenagakerjaan merupakan
bagian integral dari pembangunan nasional, berlandaskan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan nasional dilaksanakan dalam
rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan
masyarakat seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga
diri tenagakerja, menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera,
adil, makmur, dan merata baik materiil maupun spiritual.

Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan
keterkaitan dengan berbagai pihak seperti pengusaha, pekerja dan serikat
pekerja, Pemerintah dan masyarakat. Oleh sebab itu, pembangunan
ketenagakerjaan harus diselenggarakan atas asas keterpaduan melalui
kerjasama yang saling mendukung baik dalam koordinasi fungsional
maupun koordinasi lintas sektoral di tingkat pusat dan di tingkat daerah.
Pembangunan ketenagakerjaan bertujuan:

a. memberdayakan dan membudayakan tenagakerja secara optimal
dan manusiawi;

b. mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan
tenagakerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional
dan daerah;

¢. memberikan perlindungan kepada tenagakerja dalam mewujudkan
kesejahteraan; dan

d. meningkatkan kesejahteraan tenagakerja dan keluarganya.
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Bab Tiga

Kesempatan dan
Perlakuan Sama

Bab 111 ini terdiri dari hanya dua pasal yaitu:

Pasal 5

Setiap tenagakerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi
untuk memperoleh pekerjaan.

Pasal 6

Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa
diskriminasi dari pengusaha.

Artinya, setiap tenagakerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama
untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan
minat dan kemampuannya. Untuk itu, setiap pengusaha harus memberikan
kesempatan yang sama kepada semua pencari kerja dalam penerimaan
pegawai. Demikian juga pengusaha harus memberikan perlakuan yang sama
terhadap semua pekerja dalam hal penugasan, promosi, pemberian upah,
pemberian penghargaan, dan pemberian tindakan disiplin, sesuai dengan
kriteria yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Sesuai dengan Konvensi
ILO No. 111 tahun 1958, yang telah diratifikasi dengan Undang-undang
No. 21 tahun 1999, tidak boleh dilakukan diskriminasi dalam penerimaan
dan perlakuan terhadap pekerja berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin,
agama, aliran politik, dan suku.

Ketentuan ini termasuk salah satu hak dasar pekerja. Namun UUK
ini tidak memberikan petunjuk bagaimana ketentuan ini diatur dan
dilaksanakan. Dalam UU No. 25/1997, pelanggaran atas ketentuan ini
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digolongkan sebagai tindak pidana kejahatan dan diancam dengan sanksi
pidana penjara paling lama 5 tahun penjara dan atau denda Rp 400 juta.
Namun berdasarkan UUK ini, pelanggaran atas ketentuan ini hanya
dikenakan sanksi administratif.

Namun demikian, semua pengusaha harus membuat segala upaya
menghindari tindakan diskriminasi. Demikian juga pengusaha perlu
dilindungi dari tuduhan atau dipersalahkan karena dianggap telah
melakukan diskriminasi. Untuk menghindari pengusaha melakukan
diskriminasi atau dituduh melakukan diskriminasi, setiap perusahaan perlu
segera menyusun:

a. Kriteria rekrutmen atau syarat-syarat penerimaan pekerja;
b. Sistem kepangkatan dan jabatan,

c. Kriteria kenaikan pangkat dan pengisian jabatan,

d. Sistem penggajian,

e. Kriteria tindakan disiplin.
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Bab Empat

Perencanaan Tenagakerja dan
Informasi Ketenagakerjaan

Pemerintah berfungsi menyusun perencanaan tenagakerja sebagai dasar
dan acuan penyusunan kebijakan, strategi dan pelaksanaan pembangunan
ketenaga-kerjaan, baik perencanaan tenagakerja makro maupun perencanaan
tenagakerja mikro. Perencanaan tenagakerja makro dimaksudkan untuk
menjamin pendayagunaan tenaga-kerja secara optimal dan produktif dalam
mendukung pertumbuhan ekonomi dan sosial serta membuka kesempatan
kerja produktif seluas-luasnya, baik secara nasional maupun di seluruh
daerah. Perencanaan tenagakerja mikro dimaksudkan untuk meningkatkan
pendayagunaan tenagakerja secara optimal guna peningkatan kinerja dan
produktivitas perusahaan, instansi atau unit yang bersangkutan.

Untuk penyusunan rencana tenagakerja tersebut diperlukan informasi
ketenaga-kerjaan meliputi penduduk dan tenagakerja, kesempatan kerja,
pelatihan kerja, produktivitas tenagakerja, hubungan industrial, kondisi
lingkungan kerja, pengupahan dan kesejahteraan tenagakerja, serta jaminan
sosial tenagakerja.

Informasi ketenagakerjaan tersebut dihimpun dari semua instansi yang
terkait, baik instansi pemerintah maupun swasta. Lembaga pendidikan dan
lembaga latihan misalnya perlu memberikan informasi mengenai jumlah
dan kualitas lulusan serta jumlah putus sekolah. Perusahaan-perusahaan
perlu memberikan informasi mengenai lowongan kerja, kebutuhan latihan,
upah, kecelakaan kerja, dan lain-lain. Ketentuan lebih lanjut akan diatur
dengan Peraturan Pemerintah.

Sesuai dengan Undang-undang No. 7 tahun 1981 tentang Wajib Lapor
Ketenaga-kerjaan di Perusahaan, pengusaha wajib menyampaikan laporan
kepada Menteri Tenagakerja atau pejabat yang ditunjuknya, antara lain
mengenai:
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a. Pendirian perusahaan, termasuk informasi mengenai identitas
perusahaan, hubungan ketenagakerjaan, perlindungan tenagakerja
dan kesempatan kerja, paling lambat 30 hari setelah didirikan;

b. Kondisi ketenagakerjaan di perusahaan dilaporkan setiap tahun;

c. Rencana memindahkan, menghentikan atau membubarkan
perusahaan.
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Bab Lima

Pelatihan Kerja

Pelatihan kerja dimaksudkan untuk membekali dan meningkatkan
kemampuan, kompetensi dan produktivitas pekerja. Pelatihan kerja dapat
diselenggarakan oleh Pemerintah, Lembaga Pelatihan Swasta, dan oleh
Perusahaan di tempat kerja, dengan memperhatikan kebutuhan pasar kerja
dan dunia usaha di dalam dan di luar negeri. Program pelatihan harus
mengacu kepada standar kompetensi dan dapat dilakukan secara berjenjang
mulai dari tingkat dasar, tingkat terampil dan tingkat ahli.

Lembaga pelatihan kerja swasta wajib memperoleh izin dari instansi
yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota.
Lembaga pelatihan kerja oleh instansi Pemerintah, mendaftarkan kegiatannya
pada instansi dimaksud. Penyelenggara pelatihan kerja instansi Pemerintah
dan swasta harus memenuhi persyaratan :

a. tersedia tenaga pelatih;

b. tersedia kurikulum yang sesuai dengan tingkat pelatihan;
c. tersedia sarana dan prasarana pelatihan kerja; dan
d

. tersedia dana bagi kelangsungan kegiatan penyelenggaraan pro-
gram pelatihan kerja.

Lembaga pelatihan kerja swasta perlu memperoleh akreditasi dari
Lembaga Akreditasi. Pengakuan kompetensi kerja bagi lulusan program
pelatihan diberikan melalui sertifikasi kompetensi kerja setelah mengikuti
tes atau uji kompetensi.

Pelatihan kerja bagi tenagakerja penyandang cacat dilaksanakan dengan
memperhatikan jenis dan derajat kecacatan, serta kemampuan tenagakerja
cacat itu sendiri.

Pemagangan dilakukan sebagai bagian dari sistem latihan kerja, yang
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diselenggarakan secara terpadu antara lembaga pelatinan dengan bekerja
secara langsung di perusahaan di bawah bimbingan dan pengawasan
instruktur atau pekerja yang lebih berpengalaman. Program pemagangan
disusun berdasarkan persyaratan dan kualifikasi jabatan dan dapat disusun
berjenjang. Antara pengusaha penyelenggara pemagangan dan peserta,
dibuat perjanjian pemagangan yang memuat ketentuan jangka waktu
pemagangan, hak dan kewajiban peserta, serta kewenangan dan kewajiban
pengusaha.

Program pemagangan ke luar negeri dapat dilakukan oleh perusahaan
berbadan hukum yang telah memperoleh izin dari Menteri. Penyelenggara
pemagangan di luar negeri harus memperhatikan :

a. harkat dan martabat bangsa Indonesia,
b. penguasaan kompetensi yang lebih tinggi, dan
c. perlindungan dan kesejahteraan peserta pemagangan.
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Bab Enam

Penempatan Tenagakerja

Setiap tenagakerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk
memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan
yang layak di dalam dan luar negeri.

Penempatan tenagakerja dilakukan secara terbuka, bebas, obyektif, adil,
dan tanpa diskriminasi, diarahkan untuk menempatkan tenagakerja pada
jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan
kemampuan tenagakerja, dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi,
dan perlindungan hukum.

Pengusaha atau pemberi kerja di dalam negeri dapat merekrut sendiri
tenagakerja yang dibutuhkan atau melalui pelaksana penempatan
tenagakerja. Pelaksana penempatan tenagakerja dapat dilakukan oleh instansi
pemerintah dan lembaga swasta. Pelaksana penempatan wajib memberikan
perlindungan sejak rekrutmen sampai penempatan tenagakerja, dan setelah
itu pemberi kerja wajib memberi perlindungan keselamatan dan kesehatan
kerja serta kesejahteraan pekerja.

Pelaksana penempatan tenagakerja swasta harus berbentuk badan
hukum dan mendapat izin Menteri Tenagakerja. Sesuai dengan Konvensi
ILO No. 88 tahun 1948 yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden
No. 36 tahun 2002, pelaksana penempatan tenagakerja dari instansi
pemerintah tidak boleh memungut biaya dari pekerja. Lembaga penempatan
tenagakerja swasta dapat memungut biaya dari pengguna dan dari
tenagakerja golongan tertentu.

Penempatan tenagakerja di luar negeri akan diatur dengan Undang-
undang tersendiri. Sementara Undang-undang tersendiri tersebut belum
diterbitkan, penempatan tenagakerja ke luar negeri diatur dengan peraturan-
perundang-undangan yang berlaku.
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Bab Tujuh

Perluasan
Kesempatan Kerja

Pemerintah bertanggungjawab mengupayakan perluasan kesempatan
kerja baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, antara lain dengan:

1.

merumuskan dan menetapkan berbagai kebijakan nasional, sektoral
dan kebijakan daerah yang mendorong pertumbuhan dan perluasan
dunia usaha;

. memobilisasi dukungan masyarakat, lembaga keuangan dan

perbankan, serta perusahaan-perusahaan mampu untuk membantu
dan mendorong usaha-usaha lainnya untuk berkembang dan
menciptakan kesempatan kerja baru;

mendayagunakan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia,
dan teknologi tepat guna;

melakukan pembinaan tenagakerja mandiri, menerapkan sistem
padat karya, menerapkan teknologi tepat guna, dan
mendayagunakan tenagakerja sukarela;

membentuk badan koordinasi perluasan kesempatan kerja, yang
beranggotakan unsur Pemerintah dan unsur swasta.
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Bab Delapan

Penggunaan
Tenagakerja Asing

Tenagakerja asing (TKA) dapat bekerja di Indonesia hanya dalam
hubungan kerja, dan untuk jabatan tertentu serta waktu tertentu, setelah
mendapat izin dari Menteri Tenagakerja. Perorangan dilarang
mempekerjakan TKA. Penggunaan TKA harus secara selektif untuk memberi
peluang bagi tenagakerja Indonesia dan harus menjamin proses alih
teknologi. Untuk itu setiap perusahaan yang akan menggunakan TKA wajib
menyusun Rencana Penggunaan Tenagakerja Asing (RPTKA) yang disahkan
oleh Menteri Tenagakerja. RPTKA tersebut harus memuat:

1.
2.

alasan penggunaan TKA,

jabatan dan/atau kedudukan TKA dalam struktur organisasi
perusahaan yang bersangkutan,

jangka waktu penggunaan TKA,

penunjukan tenagakerja Indonesia sebagai pendamping TKA
bersangkutan.

Perusahaan atau pemberi kerja yang menggunakan TKA, wajib:

a.
b.

menaati ketentuan standar kompetensi yang dipersyaratkan;

menunjuk tenagakerja Indonesia sebagai pendamping TKA dalam
rangka alih teknologi dan alih keahlian dari TKA;

melaksanakan pendidikan dan latihan bagi tenagakerja Indonesia
pendamping TKA,

. membayar kompensasi atas mempekerjakan TKA

e. memulangkan TKA ke negara asalnya setelah hubungan kerjanya

berakhir.

TKA dilarang menduduki jabatan yang mengurusi kepegawaian atau
personalia, serta jabatan-jabatan tertentu yang ditetapkan oleh Menteri.
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Bab Sembilan

Hubungan Kerja

Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha
dan pekerja. Perjanjian kerja dibuat atas dasar kesepakatan kedua belah
pihak. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban
umum, kesusilaan, dan peraturan perundangan yang berlaku. Perjanjian
kerja (tertulis) sekurang-kurangnya memuat keterangan:

a. nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha;

b. nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja;

c. jabatan atau jenis pekerjaan;

d. tempat pekerjaan;

e. besar upah dan cara pembayarannya;

f. syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan
pekerja;

g. mulai dari jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;

h. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat;

I. tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.

Perjanjian kerja dapat dibuat untuk waktu tertentu dan untuk waktu
tidak tertentu. Perjanjian kerja tidak dapat ditarik kembali dan/atau diubah
kecuali atas persetujuan kedua belah pihak. Dalam perjanjian kerja untuk
waktu tertentu, tidak berlaku masa percobaan. Perjanjian kerja untuk waktu
tidak tertentu dapat mensyaratkan masa percobaan, akan tetapi upahnya
tidak boleh lebih rendah dari upah minimum yang ditetapkan oleh Menteri
Tenagakerja. Dalam hal perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu
dinyatakan secara lisan, pengusaha wajib menerbitkan surat pengangkatan
bagi pekerja yang bersangkutan yang antara lain memuat:
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a. nama dan alamat pekerja;
b. tanggal mulai bekerja;

C. jenis pekerjaan; dan

d. besarnya upah.

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat dibuat untuk
pekerjaan yang bersifat tetap, akan tetapi hanya untuk pekerjaan tertentu
yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam
waktu tertentu, yaitu:

a. pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya;

b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang
tidak terlalu lama dan paling lama 3 tahun;

c. pekerjaan yang bersifat musiman; atau

d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru,
atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau
penjajakan.

Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dilakukan untuk paling lama
dua tahun, akan tetapi dapat diperpanjang atau diperbaharui. Perpanjangan
PKWT dapat dilakukan hanya satu kali untuk paling lama satu tahun.
Pembaruan PKWT dapat dilakukan hanya satu kali untuk paling lama dua
tahun setelah PKWT yang lama berakhir paling sedikit 30 hari.

Perjanjian Pemborongan Pekerjaan

Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada
perusahaan lain melalui perjanjian pemborongan pekerjaan. Namun,
pengusaha tidak boleh memborongkan kepada perusahaan lain kegiatan-
kegiatan atau pekerjaan utama (core business) atau berhubungan langsung
dengan proses produksi. Yang dapat diborongkan kepada perusahaan lain
sebagai pemborong adalah pekerjaan yang bersifat penunjang perusahaan,
yang dapat dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama seperti pelayanan
kebersihan (cleaning service), penyediaan makanan bagi pekerja (catering)
dan satuan pengamanan (security).
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Perusahaan pemborong harus berbadan hukum. Sesuai dengan sifat
pekerjaan yang diborongkan, hubungan kerja perusahaan pemborong dan
pekerja dapat didasarkan atas perjanjian kerja waktu tidak tertentu
(PKWTT), atau perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Perlindungan
dan syarat kerja bagi pekerja di perusahaan pemborong harus sama atau
lebih baik dari perlindungan dan syarat kerja di perusahaan pemberi kerja
(induk).
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Bab Sepuluh

Perlindungan, Pengupahan,
dan Kesejahteraan

Perlindungan Pekerja Penyandang Cacat, Anak, Orang Muda
dan Perempuan

Penyandang cacat pada dasarnya harus diberi kesempatan untuk
bekerja, dalam batas derajat kecacatannya. Dalam rangka melindungi anak,
orang muda dan pekerja perempuan, pengusaha pada dasarnya dilarang
mempekerjakan:

a. anak di bawah umur 15 tahun, kecuali melakukan pekerjaan ringan

bagi anak berumur 13-15 tahun;

b. anak (di bawah 18 tahun) dalam tambang, di tempat berbahaya,
dan pada waktu tertentu malam hari;

c. anak di pekerjaan kondisi buruk seperti perbudakan, pelacuran,
pornografi, perjudian, perdagangan minuman keras, narkotika, dan
psikotropika;

d. perempuan berumur kurang dari 18 tahun dan perempuan yang
sedang hamil, antara pukul 23.00 s/d pukul 07.00;

Jam Kerja dan Waktu Istirahat

Wiaktu kerja dalam satu minggu ditetapkan 40 jam, dapat diatur dalam:

a. maksimum 7 jam satu hari bagi yang bekerja 6 hari dalam satu
minggu, atau

b. maksimum 8 jam satu hari bagi yang bekerja 5 hari dalam satu
minggu.
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Dalam hal pengusaha mempekerjakan pekerja melebihi waktu kerja,
pengusaha wajib membayar upah lembur. Waktu kerja lembur paling lama
3 jam satu hari dan 14 jam satu minggu.

Setiap pekerja berhak memperoleh istirahat paling sedikit:

a.
b.

setengah jam setelah bekerja 4 jam terus-menerus;

istirahat mingguan satu hari untuk 6 hari kerja seminggu atau
dua hari untuk 5 hari kerja seminggu;

istirahat atau cuti tahunan 12 hari kerja untuk pengaturan/sistem
kerja 6 hari semingu dan 10 hari kerja untuk pengaturan/sistem
kerja 5 hari kerja seminggu;

. istirahat panjang 2 bulan bagi pekerja yang bekerja 6 tahun

secara terus-menerus di perusahaan yang mampu, dilaksanakan
satu bulan pada tahun ketujuh dan satu bulan pada tahun kedelapan.

Khusus untuk pekerja perempuan, pengusaha :

a.

tidak boleh mewajibkan bekerja pada hari pertama dan kedua waktu
haid;

memberi istirahat selama 1,5 bulan sebelum saatnya menurut
perhitungan dokter/bidan melahirkan dan 1,5 bulan sesudah
melahirkan anak;

memberikan istirahat 1,5 bulan setelah mengalami gugur
kandungan;

. memberi kesempatan sepatutnya untuk menyusukan bayinya pada

jam Kerja.

Pekerja tidak wajib bekerja pada hari-hari libur resmi. Pekerja berhak
menerima upah penuh pada hari libur resmi, istirahat mingguan, istirahat
atau cuti tahunan dan cuti panjang, serta pada saat haid, cuti melahirkan
dan cuti gugur kandung bagi pekerja perempuan.

Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Setiap pekerja berhak memperoleh perlindungan atas keselamatan dan
kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan
harkat dan martabat manusia, serta nilai-nilai agama. Untuk itu, pengusaha
wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja secara
terintegrasi dengan manajemen perusahaan. Pengusaha wajib menyusun

31



program dan menyediakan sarana pengaman keselamatan dan kesehatan
kerja sesuai dengan Undang-undang No. 1 tahun 1970 dan peraturan
pelaksanaannya.

Pengupahan

Setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam rangka perlindungan
pengupahan dan untuk memenuhi penghidupan yang layak tersebut,
Pemerintah menetapkan kebijakan atau ketentuan mengenai :

a.

- ®© o o o

upah minimum baik menurut provinsi dan atau kota/kabupaten,
maupun menurut sektor dan atau sub sektor;

upah kerja lembur;

upah tidak masuk kerja karena berhalangan;

upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain;
upah karena menjalankan hak istirahat kerja;

bentuk dan cara pembayaran upah termasuk skala upah, pembayaran
pesangon dan pemungutan pajak.

Setiap pengusaha diminta menyusun struktur dan skala upah dengan
memperhatikan golongan jabatan, masa kerja, pendidikan dan kompetensi
serta melakukan peninjauan upah secara berkala.

Pengusaha wajib membayar upah apabila pekerja tidak masuk kerja

karena:
a.

S — ® a o

sakit dalam 4 bulan pertama 100%, 4 bulan kedua 75%, 4 bulan
ketiga 50%, hingga dalam 4 bulan keempat 25%;

menikah (3 hari), menikahkan anak (2 hari), mengkhitankan atau
membabtiskan anak (2 hari), isteri melahirkan atau keguguran
kandungan (2 hari), anggota keluarga meninggal dunia (2 hari);

sedang menjalankan kewajiban negara;

menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya;

pekerjaan yang dijanjikan pengusaha tidak tersedia;
melaksanakan hak istirahat atau cuti;

melaksanakan tugas serikat pekerja atas persetujuan pengusaha;

. melaksanakan tugas pendidikan dari perusahaan.
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Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi, maka harus
didahulukan pembayaran upah dan hak-hak pekerja lainnya. Tuntutan
pembayaran upah dan pembayaran lainnya menjadi kadaluarsa setelah
melampaui jangka waktu dua tahun sejak timbulnya hak.

Kesejahteraan

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya,
pengusaha

a. wajib mempertanggungkan pekerja pada program jaminan sosial
tenagakerja (jamsostek);

b. sesuai dengan kemampuan menyediakan fasilitas kesejahteraan
seperti pelayanan keluarga berencana, tempat penitipan bayi,
perumahan pekerja, fasilitas beribadah, fasilitas olah raga, dan kantin;

c. membentuk koperasi pekerja.
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Bab Sebelas

Hubungan Industrial

Hubungan industrial adalah sistem hubungan antara para pelaku proses
produksi yaitu pengusaha, pekerja, dan Pemerintah. Tujuannya adalah untuk
menumbuhkembangkan hubungan yang aman dan harmonis antara
pengusaha dan pekerja, yaitu dengan:

a. Mendorong setiap pengusaha mengembangkan sikap
memperlakukan pekerja sebagai manusia atas dasar kemitraan
yang sejajar sesuai dengan kodrat, harkat, martabat dan harga diri
pekerja;

b. Mendorong para pekerja mempunyai sikap rasa ikut memiliki serta
memelihara kelangsungan usaha.

Sarana hubungan industrial terdiri dari :

1. Peraturan Perusahaan,

Lembaga Kerjasama Bipartit,

Serikat Pekerja,

Perjanjian Kerja Bersama,

Organisasi Pengusaha,

Lembaga Kerjasama Tripartit,

Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan, dan

Lembaga Penyelesaian Perselisihan Industrial.

© N oW

Peraturan Perusahaan

Setiap pengusaha yang mempekerjakan 10 orang atau lebih wajib
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membuat Peraturan Perusahaan. Peraturan Perusahaan (PP) disusun oleh
pengusaha setelah atau tanpa berkonsultasi dengan wakil pekerja, dan
disahkan oleh Menteri Tenagakerja atau pejabat yang ditunjuk. PP sekurang-
kurangnya memuat ketentuan mengenai:

a. hak dan kewajiban pengusaha,

b. hak dan kewajiban pekerja,

c. syarat kerja,

d. tata tertib perusahaan,

e. jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan.

PP berlaku untuk dua tahun. Setiap perubahan PP harus mendapat
pengesahan dari Menteri Tenagakerja atau pejabat yang ditunjuk. Pengusaha
wajib memberitahu-kan dan menjelaskan PP kepada pekerja.

Lembaga Kerjasama Bipartit

Setiap pengusaha yang mempekerjakan 50 orang pekerja atau lebih
harus membentuk Lembaga Kerjasama Bipartit (LKB). LKB terdiri dari
wakil pengusaha dan wakil pekerja yang ditunjuk oleh pekerja atau Serikat
Pekerja. LKB berfungsi sebagai forum komunikasi dan konsultasi mengenai
ketenagakerjaan di perusahaan.

Serikat Pekerja

Setiap Pekerja berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja.
Sesuai dengan Undang-undang No. 21 tahun 2000, Serikat Pekerja berhak:

a. melakukan perundingan dalam penyusunan Perjanjian Kerja
Bersama;

b. menyelesaikan perselisihan industrial.

Pengusaha dilarang menghalang-halangi pekerja untuk membentuk
dan menjadi pengurus atau anggota Serikat Pekerja (SP), misalnya :

a. memutasikan pekerja yang berinisyatif mendirikan SP;

b. tidak membayar upah pekerja yang melakukan kegiatan SP yang
telah men-dapat izin;

c. tidak memberikan kesempatan atau fasilitas yang pantas untuk
mendirikan SP;
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d. dengan berbagai dalih memutuskan hubungan kerja terhadap
pengurus SP yang melakukan tugas organisasi sesuai dengan KKB;
e. mengadakan kampanye dan tindakan anti pembentukan SP;

f. mempengaruhi pembentukan dan pemilihan pengurus SP.

Perjanjian Kerja Bersama

Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dirundingkan dan disusun oleh
Pengusaha bersama Serikat Pekerja atau beberapa Serikat Pekerja yang telah
terdaftar dan mewakili sebagian terbesar pekerja di perusahaan yang
bersangkutan. PKB paling sedikit memuat ketentuan mengenai:

a. hak dan kewajiban pengusaha,

b. hak dan kewajiban pekerja dan Serikat Pekerja,

c. jangka waktu dan tanggal mulai berlakunya PKB,

d. tanda tangan para pihak pembuat PKB.

Di setiap perusahaan dapat disepakati hanya satu PKB yang berlaku
untuk semua pekerja. Setiap PKB berlaku untuk paling lama dua tahun
dan dapat diperpanjang satu kali untuk paling lama satu tahun. Pengusaha
wajib mencetak, membagikan dan menjelaskan isi PKB kepada seluruh
pekerja.

Organisasi Pengusaha

Para pengusaha berhak membentuk atau menjadi anggota organisasi
atau asosiasi pengusaha yang khusus menangani bidang ketenagakerjaan
dalam rangka pelaksanaan hubungan industrial.

Lembaga Kerjasama Tripartit

Lembaga Kerjasama Tripartit (LKT) terdiri dari unsur Pemerintah,
pengusaha, dan pekerja, berfungsi memberikan pertimbangan, saran dan
pendapat kepada Pemerintah dan pihak-pihak terkait mengenai kebijakan
dan pemecahan masalah ketenagakerjaan.

LKT dapat disusun di tingkat nasional dan tingkat daerah, serta
menurut sektor atau sub sektor ekonomi.
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Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Setiap perselisihan hubungan industrial pada dasarnya harus
diselesaikan pada forum atau lembaga kerjasama bipartit oleh pengusaha
dan pekerja atau serikat pekerja secara musyawarah untuk mufakat.
Perselisihan hubungan industrial yang tidak berhasil diselesaikan secara
bipartit, akan diselesaikan melalui Majelis Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial (PPHI) yang akan diatur dalam undang-undang
tersendiri.

Alternatif lain adalah tindakan pemaksaan atau sepihak berupa
pemogokan oleh serikat pekerja atau penutupan perusahaan (lock-out) oleh
pengusaha. Tindakan pemaksaan berupa mogok dan penutupan perusahaan
(lock-out) merupakan hak yang dapat dilakukan bila Lembaga Bipartit atau
mediator tidak berhasil menyelesaikan perselisihan.

Rencana mogok harus diberitanukan kepada pengusaha dan instansi
yang berwenang 7 hari sebelumnya. Pemberitahuan tersebut menjelaskan:

a. waktu (hari, tanggal, dan jam) mogok kerja dimulai dan diakhiri;
b. tempat mogok kerja;
c. alasan dan sebab-sebab pemogokan harus dilakukan;

d. tanda tangan ketua dan sekretaris serikat pekerja, atau oleh
koordinator/ penanggungjawab pemogokan.

Pekerja berhak mendapatkan upah selama melakukan pemogokan
secara sah untuk menuntut pengusaha yang tidak melaksanakan ketentuan
yang bersifat normatif, yaitu kewajiban pengusaha yang sudah diatur dalam
peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan
atau perjanjian kerja bersama.

Pengusaha tidak dibenarkan melakukan penutupan perusahaan sebagai
pembalasan atas tindakan pemogokan oleh serikat pekerja. Pengusaha dapat
melakukan penutupan perusahaan bila perundingan dengan serikat pekerja
dianggap gagal. Pengusaha wajib memberitahukan rencana penutupan
perusahaan kepada pekerja atau serikat pekerja dan instansi yang berwenang
7 hari sebelum pelaksanaan dengan menjelaskan :

a. waktu (hari, tanggal, dan jam) penutupan perusahaan dimulai dan
diakhiri;
b. alasan dan sebab-sebab melakukan penutupan perusahaan.
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Instansi yang berwenang dalam 7 hari rencana pemogokan atau
penutupan perusahaan wajib melakukan pendekatan kepada pengusaha dan
serikat pekerja yang bersangkutan, supaya mereka berdamai dan
menyelesaikan perselisihnan mereka sendiri. Bila instansi yang berwenang
dimaksud merasa tidak berhasil menyelesaikan perselisihan, dia wajib segera
menyampaikan kasus tersebut kepada Majelis PPHI. Dan selama proses
hukum di Majelis berlangsung, baik serikat pekerja maupun pengusaha
tidak boleh melakukan tindakan sepihak. Jadi secara teoritis, hak mogok
dan hak menutup perusahaan tidak sempat terjadi.
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Bab Duabelas

Pemutusan
Hubungan Kerja

Pengusaha, pekerja dan/atau Serikat Pekerja harus sama-sama
mengupayakan menghindari pemutusan hubungan kerja. Pengusaha dapat
memutuskan hubungan kerja hanya setelah memperoleh penetapan dari
lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial (LPPHI).
Permohonan penetapan pemutusan hubungan kerja diajukan secara tertulis
kepada LPPHI dengan alasan-alasannya. Pengusaha dilarang melakukan
pemutusan hubungan kerja dalam hal pekerja:

a.

b.

berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan
dokter selama tidak melampaui 12 bulan terus-menerus;

berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi
kewajiban terhadap negara;

menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya;

. menikah, hamil, melahirkan, atau gugur kandungan;

e. pekerja mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan

dengan pekerja
lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam KKB
atau PP;

mendirikan, menjadi anggota dan/atau menjadi pengurus Serikat
Pekerja;

. mengadukan pengusaha kepada yang berwajib mengenai perbuatan

pengusaha yang melakukan tindak pidana kejahatan;

. mempunyai perbedaan paham, agama, aliran politik, suku, warna

kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan;
dalam keadaan cacat tetap atau sakit akibat kecelakaan kerja atau
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hubungan kerja.

Selama putusan LPPHI belum ditetapkan, pengusaha dan pekerja
melaksanakan kewajibannya seperti biasa. Dalam proses pemutusan
hubungan kerja, pengusaha dapat melakukan skorsing dengan tetap
membayar upah dan hak-hak pekerja sepereti biasanya.

Pesangon dan penghargaan masa kerja

Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib
membayar:

a.

uang pesangon sesuai dengan masa kerja, mulai dari satu bulan
upah untuk masa kerja kurang dari satu tahun, hingga 9 bulan
upah untuk masa kerja kerja 8 tahun atau lebih;

uang penghargaan masa kerja 2 bulan upah untuk masa kerja 3
tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun, hingga 10 bulan upah
untuk masa kerja 24 tahun atau lebih;

penggantian hak yang belum diterima meliputi cuti tahunan yang
belum diambil, biaya kembali ke tempat pekerja diterima, 15%
uang pesangon dan atau penghargaan masa kerja sebagai
penggantian perumahan dan pengobatan, dan hal-hal lain yang telah
ditetapkan.

PHK atas kesalahan berat

Tanpa ketetapan LPPHI, pengusaha dapat memutuskan hubungan
kerja atas pekerja yang terbukti melakukan kesalahan berat seperti :

a.

melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan/atau
uang milik perusahaan;

memberikan keterangan palsu sehingga merugikan perusahaan;
mabuk, memakai dan atau mengedarkan narkotika di lingkungan
kerja;

melakukan asusila atau perjudian di lingkungan kerja;

menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi teman
sekerja atau pengusaha di lingkungan kerja;

membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan
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perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan;

g. dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam
keadaan bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan
kerugian bagi perusahaan;

h. dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau
pengusaha dalam keadaan bahaya di tempat kerja;

I. membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang
seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara; atau

J. melakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusahaan yang
diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih.

Pekerja yang bersangkutan memperoleh uang penggantian hak dan
uang pisah. Pekerja yang keberatan menerima pemutusan hubungan kerja
oleh pengusaha, dapat mengajukan gugatan ke LPPHI.

Pekerja ditahan yang berwajib

Pengusaha wajib memberikan bantuan kepada keluarga tanggungan
pekerja, bila pekerja ditahan yang berwajib karena diduga melakukan tindak
pidana. Bantuan diberikan untuk paling lama 6 bulan menurut jumlah
tanggungan, yaitu:

a. 25% upah untuk tanggungan satu orang;
b. 35% upah untuk tanggungan 2 orang;
. 45% upah untuk tanggungan 3 orang;
d. 50% upah untuk tanggungan 4 orang.

Pengusaha wajib mempekerjakan kembali pekerja yang sebelum 6 bulan
dinyatakan tidak bersalah.

Pengusaha tanpa penetapan LPPHI dapat memutuskan hubungan kerja
atas pekerja yang dalam 6 bulan tidak melakukan pekerjaan karena proses
perkara pidana atau setelah ditetapkan dan dinyatakan bersalah oleh
pengadilan. Untuk itu, pengusaha wajib membayar uang penghargaan dan
uang penggantian hak.
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Pelanggaran dan tindakan disiplin

Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja kepada pekerja yang
melakukan pelanggaran disiplin sesuai dengan yang diatur dalam perjanjian
kerja, PP atau PKB, setelah diberi surat peringatan pertama, kedua dan
ketiga. Pekerja tersebut mendapat uang pesangon, uang penghargaan masa
kerja, dan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan.

Pekerja mengundurkan diri

Pekerja yang tidak terikat dalam ikatan dinas dapat mengajukan
pengunduran diri atas kemauan sendiri selambat-lambatnya 30 hari sebelum
pemutusan hubungan kerja berlaku. Pekerja yang bersangkutan melakukan
tugasnya dan memperoleh hak-haknya seperti biasa hingga surat berlakunya
pemutusan hubungan kerja. Pekerja yang mengundurkan diri berhak
memperoleh uang penggantian hak dan uang pisah sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

PHK karena perubahan kondisi perusahaan

Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap
pekerja dalam hal:

a. terjadi perubahan status, penggabungan, atau peleburan perusahaan;

b. perusahaan tutup karena mengalami kerugian selama dua tahun
terakhir;

c. perusahaan melakukan efisiensi;
d. perusahaan mengalami pailit.

Pengusaha wajib membayar uang pesangon dua kali, uang penghargaan
masa kerja dan uang penggantian hak kepada pekerja yang terkena PHK
bila pengusaha melakukan :

a. perubahan status, penggabungan, atau peleburan perusahaan, dan
tidak bermaksud melanjutkan mempekerjakan pekerja; atau

b. efisiensi perusahaan.

Pengusaha wajib membayar uang pesangon, uang penghargaan masa
kerja dan uang penggantian hak kepada pekerja yang terkena PHK bila:
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a. pengusaha melakukan perubahan status, penggabungan, peleburan,
atau perubahan kepemilikan perusahaan, akan tetapi pekerja tidak
bersedia melanjutkan hubungan kerja;

b. perusahaan terpaksa ditutup karena terbukti mengalami kerugian
selama dua tahun terakhir;

c. perusahaan pailit.

Pekerja meninggal dunia

Bila pekerja meninggal dunia, ahli warisnya berhak menerima uang
pesangon dua kali, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian
hak.

Pekerja pensiun

Pengusaha pada dasarnya harus mempertanggungkan semua pekerja
pada program Dana Pensiun dengan membayar seluruh iuran, atau sebagian
iuran dan sebagian lagi oleh pekerja. Dalam hubungan ini, pengusaha :

a. tidak perlu membayar apa-apa, bila manfaat pensiun dari iuran
pengusaha sama atau lebih besar dari perjumlahan uang pesangon
dua kali, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak;

b. wajib membayar selisih perjumlahan uang pesangon dua kali, uang
penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak dengan manfaat
pensiun dari iuran pengusaha.

Pengusaha wajib membayar uang pesangon dua kali, uang penghargaan
masa kerja dan uang penggantian hak bagi pekerja yang pensiun yang tidak
dipertanggung-kan pada program Dana Pensiun.

Pekerja mangkir 5 hari

Pekerja yang mangkir selama lima hari atau lebih tanpa alasan yang
patut, dan sudah dipanggil dua kali oleh pengusaha, dapat dianggap
mengundurkan diri, dan pengusaha dapat memutuskan hubungan kerjanya.
Pekerja yang bersangkutan berhak memperoleh uang penggantian hak dan
uang pisah.
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Permohonan PHK oleh pekerja

Pekerja dapat mengajukan permohonan PHK kepada LPPHI bila
pengusaha terbukti:

a. menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja;

b. membujuk atau menyuruh pekerja melakukan perbuatan yang
bertentangan dengan hukum;

c. tidak membayar upah tepat waktu selama 3 bulan atau lebih;

d. tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja;
atau
e. memerintahkan pekerja melakukan pekerjaan di luar yang
diperjanjikan.
Pekerja dengan alasan tersebut di atas berhak menerima uang pesangon
dua kali, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak.
Bila LPPHI menetapkan tuduhan pekerja tidak terbukti, pengusaha
dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja yang bersangkutan
tanpa membayar uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja.

PHK tanpa Penetapan LPPHI

Pekerja dapat mengajukan gugatan kepada LPPHI dala satu tahun
setelah pemutusan hubungan kerja karena :

a) pekerja melakukan kesalahan berat;

b) pekerja dalam 6 bulan tidak masuk kerja karena dalam proses perkara
pidana;

¢) pekerja mengundurkan diri atas kemauan sendiri.
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Bab Tigabelas

Pembinaan

Pemerintah melakukan pembinaan pelaksanaan Undang-undang ini
secara terpadu dan terkoordinasi, dengan mengikutsertakan organisasi
pengusaha, serikat pekerja, dan organisasi profesi terkait, serta melakukan
kerja sama internasional di bidang ketenagakerjaan.

Untuk mendorong partisipasi masyarakat, Pemerintah memberikan
penghargaan dalam bentuk piagam, uang, dan atau bentuk lainnya kepada
orang atau lembaga yang telah berjasa dalam pembinaan ketenagakerjaan.
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Bab Empatbelas

Pengawasan

Pengawasan ketenagakerjaan dilakukan untuk menjamin semua
peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dipatuhi dan
dilaksanakan oleh semua pihak yang terkait. Untuk itu, pengawasan
ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai pengawas yang kompeten tergabung
dalam unit tersendiri pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan
Pemerintah Kabupaten/Kota. Dengan demikian pegawai pengawas dapat
melakukan tugasnya dan mengambil keputusan secara independen, tidak
terpengaruh oleh pihak lain.

Pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan mengacu pada Undang-
undang No. 3 tahun 1951 dan peraturan pelaksanaannya. Sesuai dengan
Undang-undang ini, pegawai pengawas ketenagakerjaan diberi wewenang:

a. mengumpulkan bahan-bahan keterangan tentang pelaksanaan
Undang-undang dan peraturan pelaksanaannya;

b. memasuki dan memeriksa semua tempat-tempat kerja;

¢. meminta keterangan atau menghimpun informasi dari pengusaha,
pekerja dan serikat pekerja, serta dari pihak lain yang terkait;

d. mengusut pelanggaran Undang-undang.
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Bab Limabelas

Penyidikan

Disamping penyidik pejabat Polisi Negara, pengawas ketenagakerjaan
yang memenuhi syarat dapat diberi wewenang khusus sebagai Penyidik
Pegawai Negeri Sipil.  Penyidik PNS tersebut berwenang di bidang
ketenagakerjaan :

a.

melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan
tentang tindak pidana;

melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan
tindak pidang;

meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum
sehubungan dengan tindak pidana;

. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti

dalam perkara tindak pidana;

. melakukan pemeriksaan atas surat dan atau dokumen lain tentang

tindak pidana;

meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana;

. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang

membuktikan tentang adanya tindak pidana.
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Bab Enambelas

Ketentuan Pidana dan
Sanksi Administratif

Pidana Penjara 2 - 5 Tahun

Pengusaha dapat diancam dan dikenakan hukuman pidana penjara
antara 2 - 5 tahun dan atau denda Rp 200 - Rp 500 juta atas pelanggaran
kejatan mempekerjakan anak pada pekerjaan sangat berbahaya (Pasal 74)
yaitu menyangkut :

a. perbudakan atau sejenisnya;

b. pelacuran, produksi pornografi, atau perjudian;

c. perdagangan minuman Kkeras dan narkotika;

d. pekerjaan berbahaya untuk keselamatan, kesehatan dan moral anak.

Pidana Penjara | - 5 Tahun

Pengusaha dapat diancam dan dikenakan hukuman pidana penjara
antara 1 - 5 tahun dan atau denda Rp 100 - Rp 500 juta atas pelanggaran
kejahatan tidak membayar kompensasi pensiun (Pasal 167 ayat 5) sebesar
dua kali pesangon, satu kali uang penghargaan masa kerja, dan satu kali
uang penggantian hak.

Pidana Penjara | - 4 Tahun
Pengusaha dapat diancam dan dikenakan hukuman pidana penjara

antara 1 - 4 tahun dan atau denda sebanyak Rp 100 - Rp 400 juta atas
pelanggaran kejahatan:
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mempekerjakan tenagakerja asing tanpa izin (Pasal 42 ayat 1);
perseorangan mempekerjakan tenagakerja asing (Pasal 42 ayat 2);
mempekerjakan anak (Pasal 68);

mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan tidak memenuhi
persyaratan seperti bahwa harus ada izin tertulis dari orangtua,
melebihi 3 jam satu hari (Pasal 69 ayat {2});

e. tidak memberikan kesempatan kepada pekerja melaksanakan ibadah
agamanya (Pasal 80);

f. tidak memberikan istirahat 1,5 bulan bagi perempuan sebelum
melahirkan, sesudah melahirkan, dan setelah gugur kandung (Pasal
82);

g. membayar upah lebih rendah dari ketentuan upah minimum (Pasal
90);

h. menghalang-halangi pekerja dan atau serikat pekerja menggunakan
hak mogok secara sah, tertib dan damai (Pasal 143);

i. menolak mempekerjakan kembali pekerja yang semula diduga
melakukan tindak pidana tetapi sebelum 6 bulan dinyatakan tidak
bersalah (Pasal 160 ayat {4});

J. tidak membayar uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian
hak kepada pekerja yang diduga melakukan tindak pidana dan telah
diputuskan hubungan kerjanya (Pasal 160 ayat {7}).

Q © T &

Pidana Penjara | Bulan - 4 Tahun

Pengusaha dapat diancam dan dikenakan hukuman pidana penjara
antara 1 bulan - 4 tahun atau denda Rp 10 - Rp 400 juta atas pelanggaran:

a. tidak memberikan perlindungan kesejahteraan, keselamatan, dan
kesehatan pekerja (Pasal 35 ayat {2} dan ayat {3});

b. tidak membayar upah pada saat pekerja tidak melakukan pekerjaan
karena sakit, menikah, menikahkan atau mengkhitankan anak,
melaksanakan hak istirahat, dan lain-lain (Pasal 93 ayat {2}).

Pidana Penjara | - 12 Bulan

Pengusaha dapat diancam dan dikenakan hukuman pidana penjara
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antara 1 - 12 bulan atau denda sebesar Rp 10 - Rp 100 juta atas pelanggaran:

a.

b.

mempekerjakan tenagakerja asing tidak sesuai dengan ketentuan
jabatan dan standar kompetensi (Pasal 44 ayat {1});

tidak menugaskan tenaga pendamping bagi tenagakerja asing (Pasal
45 ayat {1});

tidak memberikan perlindungan bagi tenagakerja penyandang cacat
sesuai dengan kecacatannya (Pasal 67 ayat {1});

. tidak memenuhi ketentuan dalam mempekerjakan anak (Pasal 71

ayat {2});
tidak memenuhi ketentuan dalam mempekerjakan tenagakerja
perempuan pada malam hari (Pasal 76);

tidak memenuhi ketentuan dalam menugaskan kerja lembur (Pasal
78);

. tidak memenuhi ketentuan dalam memberikan waktu istirahat dan

cuti kerja (Pasal 79);

. tidak membayar upah lembur bagi pekerja yang ditugaskan bekerja

lembur pada hari libur resmi (Pasal 85 ayat {3});

mengganti pekerja yang melakukan mogok kerja, atau memberikan
sanksi atau tindakan balasan kepada pekerja melakukan mogok kerja
sesuai dengan ketentuan (Pasal 144).

Pidana Denda Rp 5 - Rp 50 Juta

Pengusaha dapat diancam dan dikenakan hukuman pidana denda
sebesar Rp 5 - Rp 50 juta atas pelanggaran:

a.

tidak menerbitkan surat pengangkatan bagi pekerja yang
dipekerjakan dalam waktu tak tertentu dengan perjanjian kerja lisan
(Pasal 63);

tidak memenuhi ketentuan dalam menugaskan kerja lembur (Pasal
78 ayat {1});

tidak membuat Peraturan Perusahaan sesuai dengan ketentuan (Pasal
108);

. tidak memperbaharui Peraturan Perusahaan yang sudah habis

waktu dalam 2 tahun (Pasal 111 ayat {3});
tidak menjelaskan isi Peraturan Perusahaan kepada pekerja (Pasal
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f.

114);

tidak memberitahukan rencana penutupan perusahaan kepada
pekerja atau serikat pekerja dan instansi yang bertanggungjawab di
bidang ketenagakerjaan.

Sanksi Administratif

Sanksi administratif dapat dikenakan berupa surat teguran, peringatan
tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pembatalan
persetujuan, pembatalan pendaftaran, penghentian sementara sebagian atau
seluruh alat produksi, atau pencabutan izin atas pelanggaran terhadap
ketentuan:

a.

b
C.
d

tindakan diskriminatif pada penerimaan pekerja (Pasal 5);

. tindakan diskriminatif dalam perlakuan terhadap pekerja (Pasal 6);

tidak memenuhi persyaratan penyelenggara pelatihan (Pasal 15);

. tidak memperoleh izin menyelenggarakan pemagangan di

luar negeri (Pasal 25);

memungut biaya pelayanan penempatan dari tenagakerja (Pasal 38
ayat {2});

tidak menunjuk tenaga pendamping bagi tenagakerja asing (Pasal
45),

. tidak membayar kompensasi atas penggunaan tenagakerja asing

(Pasal 47);

. tidak memulangkan tenagakerja asing yang hubungan kerjanya

berakhir (Pasal 48);

tidak menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan
kerja (Pasal 87);

tidak membentuk lembaga kerjasama bipartit di perusahaan yang
mempekerjakan 50 orang atau lebih (Pasal 106);

tidak mencetak dan membagikan naskah perjanjian kerja bersama
kepada pekerja (Pasal 126 ayat {3});

tidak memberikan bantuan kepada keluarga pekerja, bila pekerja
ditahan karena diduga melakukan tindakan pidana (Pasal 160).
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Bab Tujuhbelas

Ketentuan Peralihan
dan Penutup

Semua peraturan pelaksanaan yang mengatur ketenagakerjaan tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan
peraturan yang baru.

Dengan diundangkannya UU No. 13 tahun 2003 ini, maka dinyatakan
tidak berlaku 6 Ordonansi, dan 7 Undang-undang termasuk 6 Undang-
undang lama yang sebenarnya telah dicabut dengan UU No. 25 tahun 1997,
serta dua Undang-undang dan satu Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang yang menunda pelaksanaan UU No. 25/1997.
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Bab Delapanbelas

Tantangan ke Depan

Sebagaimana dikemukakan di atas, isi Undang-undang ini cukup luas
dan padat. Juga perlu dimaklumi bahwa banyak rumusan pasal dan ayat
sebagai hasil kompromi dari dialog panjang antara wakil pengusaha, pekerja
dan serikat pekerja, dan berbagai kelompok masyarakat. Dengan demikian
dapat dipahami bahwa:

a. Beberapa pasal dirasakan tidak konsisten;

b. Baik pengusaha maupun serikat pekerja belum sepenuhnya puas
dengan rumusan beberapa pasal tertentu;

¢. Undang-undang ini masih menantikan sejumlah Peraturan
Pemerintah, Keputusan Presiden, dan Keputusan Menteri.

Dapat disimpulkan bahwa Undang-undang ini menuntut kesepahaman
dan kerjasama terutama antara pengusaha dengan pekerja dan serikat pekerja.
Konstelasi dan paradigma baru hubungan industrial di Indonesia dan
persaingan yang semakin tajam antar negara dalam globalisasi dunia sekarang
ini justru menuntut kerjasama yang saling intensif antara pengusaha dengan
pekerja dan serikat pekerja melaksanakan Undang-undang ini walaupun
masih ada kekurangan dan kelemahannya.

Harus dihindari pemborosan waktu dan tenaga untuk saling menuding,
saling menyalahkan dan mempermasalahkan kelemahan Undang-undang,
akan tetapi justru mencari kesepakatan untuk mengatasinya dan
menyempurnakannya. Dalam hubungan ini, yang terutama penting ke
depan adalah:

a. Manajemen dan pimpinan serikat pekerja sama-sama membangun
kemitraan dan kerjasama.

b. Manajemen dan pimpinan serikat pekerja sama-sama mempunyai
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komitmen membangun perusahaan, karena hanya dengan demikian
kelangsungan perusahaan dan kesempatan kerja dapat
dipertahankan serta kesejahteraan pekerja dapat ditingkatkan.

. Manajemen dan pimpinan serikat pekerja perlu sama-sama
meningkatkan kualitas pekerja, bukan saja supaya profesional dalam
melakukan pekerjaannya akan tetapi supaya mampu berkompetisi
dalam konstelasi internasional.

. Manajemen dan pimpinan serikat pekerja harus sama-sama
membangun hubungan industrial yang harmonis, sama-sama
menhindari pemaksaan sepihak dan pemogokan, karena tindakan
seperti itu selalu merugikan kedua belah pihak.

. Setiap persoalan hubungan industrial diupayakan diselesaikan secara
internal. Untuk itu, forum konsultasi dan dialog seperti Lembaga
Bipartit perlu terus difungsikan.

. Manajemen dan pekerja dan serikat pekerja perlu bersama-sama
mengupayakan melaksanakan Undang-undang ini, dan menyepakati
solusi yang terbaik dalam hal menyangkut kepentingan yang
berbeda.
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